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PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Mt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat  pertama,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Rejo, 16 April 1991,

agama  Islam,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  Kecamatan  Metro  Utara  Kota  Metro

Provinsi  Lampung,  Domisili  Elektronik:

anggunfitriani537  @gmail.com  , sebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kedondong,  10  April  1986,

agama  Islam,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  Kecamatan  Metro  Pusat  Kota  Metro

Provinsi Lampung, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  06  Desember

2024  telah  mengajukan  perkara  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Metro,  dengan  Nomor

417/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 06 Desember 2024,  dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri  sah  Tergugat  yang  akad  nikahnya

berlangsung  pada  hari  Selasa  tanggal  30  Oktober  2012  berdasarkan
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Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Metro  Utara  Kota  Metro  Provinsi

Lampung,  Nomor: ------------ tertanggal 30 Oktober 2012;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah  tinggal  di  rumah

orang tua Penggugat yang beralamat di  Kecamatan Metro Utara Kota

Metro Provinsi Lampung, selama 7 (tujuh) hari, kemudian Penggugat dan

Tergugat pindah ke orang tua Tergugat yang beralamat di  Kecamatan

Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, selama kurang lebih 3 (tiga)

tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat

yang  beralamat  di  Kecamatan  Metro  Utara  Kota  Metro  Provinsi

Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;

4. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bercampur  (ba’da

dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama:

1) ANAK I, NIK: -------------, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro,

Tanggal 29 Agustus 2014, Umur 10 tahun, Pendidikan SD Kelas IV,

diasuh oleh Penggugat;

2) ANAK  II,  NIK:  --------------,  Jenis  Kelamin  Laki-laki,  Lahir  di

Metro, Tanggal 17 September 2018, Umur 6 tahun, Pendidikan Taman

Kanak-kanak, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis,  namun sejak bulan September

2018,  Penggugat  dan Tergugat  mulai  berselisih  dan bertengkar  terus-

menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat

sebagai  suami-istri  tidak  harmonis  (goyah).  Adapun  yang  menjadi

penyebabnya adalah: 

1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;

2) Tergugat hobi memancing sampai lupa waktu;

3) Tergugat  tempramen  /  pemarah  kepada  Penggugat,  bahkan

tidak jarang Tergugat sampai membanting barang-barang di rumah;
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6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Agustus 2023,  dikarenakan alasan-alasan tersebut  diatas,

kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di

Kecamatan  Metro  Pusat  Kota  Metro  Provinsi  Lampung,  sedangkan

Penggugat  tetap  berada  di  rumah  Penggugat  yang  beralamat

Kecamatan  Metro  Utara  Kota  Metro  Provinsi  Lampung, dan  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih

1  (satu)  tahun 4 (empat)  bulan,  dan sudah tidak  ada kecocokan lagi

antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah

tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk

menyelesaikan  kemelut  rumah  tangga,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;

8. Bahwa  terhadap  perilaku  Tergugat  tersebut,  maka  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  dapat

dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk

menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I

A;

Berdasarkan  dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Metro  Kelas  I  A  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan

yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughro Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  lalu  Majelis  Hakim
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berupaya  menasihati  keduanya  agar  dapat  rukun  kembali  dalam  rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menjelaskan  prosedur  mediasi  di

Pengadilan,  selanjutnya  memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk

melaksanakan  mediasi  dengan  mediator  Non  Hakim  atas  nama  Ravita

Elvariza  Humairo,  S.H.,  yang  ditunjuk  berdasarkan  kesepakatan  Para

Pihak  yang  menyerahkan  penunjukan  mediator  kepada  Majelis  Hakim,

namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 24 Desember 2024, mediasi

dinyatakan berhasil sebagian; 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang maksud dan  tujuannya  tetap dipertahankan oleh

Penggugat dengan tambahan pada posita dan petitum gugatan Penggugat

yang berkaitan dengan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang

pada  pokoknya  Tergugat  sanggup  memberikan  nafkah  anak  sejumlah

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban,

karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah mediasi; 

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat NIK:

----------,  tanggal  23-10-2017, yang  aslinya  dikeluarkan  oleh

Pemerintah  Kota  Metro.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

nazegelen, bukti P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat dan

Tergugat Nomor  ------------------ yang dikeluarkan dan ditandatangani

oleh Kepala KUA Metro Utara, Kota Metro Provinsi Lampung , tanggal

30  Oktober  2012.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,
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dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  di-

nazegelen, bukti P.2;

B.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. SAKSI I,  tempat dan tanggal  lahir  Karangrejo,  28 November

1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat kediaman di  Kecamatan Metro Utara Kota Metro, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  karena

saksi adalah  adik kandung Penggugat;

− Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,

menikah pada Tahun 2012;

− Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan berpisah

tempat tinggal;

− Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikarunai  sudah

dikaruniai  2 (dua)  orang  anak yang  saat  ini  tinggal  bersama

Penggugat;

− Bahwa  rumah tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  rukun  dan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  tahun  2018

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

− Bahwa saksi  pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar,  Tergugat  kalau  marah  sering  melempar

gelas,  piring  dan  membanting  meja,  bahkan  Tergugat  pernah

memukul sepeda orang tua Penggugat dengan kayu;

− Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan Tergugat  karena  Tergugat  kurang bertanggung

jawab  masalah  ekonomi  keluarga,  Tergugat  sering  pergi

memancing  tanpa  memikirkan  kebutuhan  keluarga  dan  bila

diinggatkan Tergugat marah;
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− Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak

Agustus 2023;

− Bahwa  sejak  berpisah  tersebut  sampai  dengan  sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi; 

− Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat  baik  dengan  menasehati  maupun

dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

− Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI  II,  tempat  dan  tanggal  lahir  Karangrejo,  17  Agustus

1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat kediaman di  Kecamatan Metro Utara Kota Metro, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  karena

saksi  adalah tetangga dekat Penggugat;

− Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,

yang menikah pada Tahun 2012;

− Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan berpisah

tempat tinggal;

− Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikarunaisudah

dikaruniai 2 (dua) orang yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

− Bahwa  rumah tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  rukun  dan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  tahun  2018

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

− Bahwa saksi  pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar,  Tergugat  kalau  marah  sering  melempar

gelas,  piring  dan  membanting  meja,  bahkan  Tergugat  pernah

memukul sepeda orang tua Penggugat dengan kayu;
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− Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan Tergugat  karena  Tergugat  kurang bertanggung

jawab  masalah  ekonomi  keluarga,  Tergugat  sering  pergi

memancing  tanpa  memikirkan  kebutuhan  keluarga  dan  bila

diinggatkan Tergugat marah;

− Bahwa saksi sering lihat Tergugat pergi memancing, pagi-pagi

Tergugat sudah keluar rumah dengan membawa alat pancing;

− Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak

Agustus 2023;

− Bahwa  sejak  berpisah  tersebut  sampai  dengan  sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi; 

− Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat  baik  dengan  menasehati  maupun

dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

− Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat  untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali,

namun tidak berhasil,  dengan demikian pemeriksaan perkara  a quo telah

memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses

mediasi dengan Mediator Non-Hakim atas nama Ravita Elvariza Humairo,

S.H.,  namun  upaya mediasi  yang telah dilaksanakan tersebut  dinyatakan

berhasil  sebagian  sebagaimana  Laporan  Hasil  Mediasi  perkara  a  quo,

dengan  demikian,  dalam  pemeriksaaan  perkara  a  quo telah  memenuhi

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk

bercerai adalah bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis

sejak menikah pada tanggal  30 Oktober 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua)

orang  anak,  namun  sejak  bulan  September  2018  sudah  tidak  rukun  lagi

karena  sering  terjadi  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  kurang

bertanggung jawab  masalah  ekonomi  rumah tangga dan Tergugat  hobi

memancing sampai lupa waktu serta Tergugat tempramen/pemarah kepada

Penggugat,  bahkan  tidak  jarang  Tergugat  sampai  membanting  barang-

barang di rumah, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 sehingga

Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang  sudah

berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  tersebut,  Tergugat  tidak

mengajukan  jawaban  karena  tidak  pernah  hadir  lagi  di  persidangan-

persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan  ketidakhadirannya  tersebut  tidak  disebabkan  alasan  yang  sah,  oleh

karena itu persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)

gugatan perceraian  karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam

rumah  tangga,  hanya  dapat  diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi
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Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

setelah mendengar pihak keluarga serta  orang-orang yang dekat  dengan

suami-isteri itu;

Menimbang,  bahwa  selain  alasan  tersebut  di  atas,  berdasarkan

Pasal  283  RBg  juncto Pasal  1865  KUH  Perdata,  Penggugat  diwajibkan

untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatan perceraiannya dengan mengajukan

alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan

P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang

telah  bermeterai  cukup,  di-naazegelen  dan  cocok  dengan  aslinya,

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

dan tempat tinggal Penggugat di wilayah Kota Metro yang diakui oleh pihak

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,

sesuai Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah)  yang

telah  bermeterai  cukup,  di-naazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,

merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  diakui  oleh  pihak  Tergugat,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  sesuai

Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama  SAKSI I

dan  SAKSI  II,  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  mengenai

kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  disebabkan

Tergugat  tidak  bertanggungjawab  terhadap  ekonomi  keluarga, bahkan
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Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4

(empat) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu keterangan saksi-

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur

dalam  Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan  pembuktian  bebas  yang  dapat  diterima  sebagai  bukti  dalam

perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain  oleh karena itu keterangan dua

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  pembuktian  tersebut  di

atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang menikah

pada tanggal  30 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Metro  Utara  Kota  Metro  Provinsi  Lampung,   Nomor:

------------- tertanggal 30 Oktober 2012;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat  telah dikaruniai  2  (dua) orang anak

yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berdomisili  di  wilayah Kota Metro,

yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

sejak  tahun 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan Tergugat  kurang bertanggung jawab dengan ekonomi

keluarga;

5. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak

pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
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6. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  didamaikan  oleh  pihak

keluarga,  dan telah pula dinasihati  oleh Majelis Hakim selama proses

persidangan  namun tidak berhasil  dan Penggugat  menyatakan sudah

enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam proses mediasi

yang menegaskan bahwa Tergugat akan bertanggungjawab atas nafkah

anak  dengan  memberikan  sejumlah  Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu

rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Majelis  Hakim  memberi  pertimbangan  dasar  hukum  gugatan  Penggugat

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin,

dimana  rasa  cinta,  hormat  menghormati,  setia  dan  saling  memberi

bantuan  lahir  batin  adalah  merupakan  sendi  dasar  dan  menjadi

kewajiban suami isteri  dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal

77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  benar-benar  telah

pecah  (broken  marriage)  dengan  indikasi  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus yang diikuti  dengan pisah tempat

tinggal  selama  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan,  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

dikehendaki  dalam  Al-Qur’an surat  Ar-Rum ayat  (21)  juncto Pasal  3

Kompilasi  Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;
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3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika

ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat

untuk  dipertahankan  dan  membiarkan  perkawinan  yang  demikian  itu

merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan

dan  hanya  menimbulkan  mudharat bagi  kedua  belah  pihak  sehingga

perkawinan  keduanya  layak  untuk  diceraikan,  sebagaimana  maksud

kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang

berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد  درء

Artinya: “mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari

kemaslahatan”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  hukum

tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat

membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  dan  oleh  karena  itu  maka  petitum

gugatan Penggugat  angka 2 (dua)  mengenai  penjatuhan talak satu  ba’in

sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang,  bahwa  petitum  gugatan  Penggugat  tentang  nafkah

kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, telah disepakati dalam proses

mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim cukup berpegang pada kesepakatan

tersebut, karena menurut Majelis Hakim kesepakatan tersebut telah sesuai

dengan maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,  jo.  Pasal 156
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huruf  (d)  Kompilasi  Hukum Islam,  sehingga petitum tentang nafkah anak

tersebut dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  Sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah anak hendaknya

diikuti  dengan penambahan 10 (sepuluh)  persen sampai  dengan 20 (dua

puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan

dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;    

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat  untuk memberikan nafkah kedua orang anak

yang  bernama  ANAK I dan  ANAK II, setiap  bulan  minimal  sejumlah

Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah)  dengan  penambahan  10

(sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya

pendidikan dan kesehatan,  sampai  kedua anak tersebut  dewasa atau

mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Hakim

Ketua,  Hakim Anggota, putusan tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka

untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat; 

Hakim Ketua,

HAKIM KETUA
Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA
Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp75.000,00 
  3.  Panggilan  Rp64.000,00 
  3.  PNBP Panggilan  Rp20.000,00 
  4.  Redaksi  Rp10.000,00 
  5.  Meterai  Rp10.000,00 

    Jumlah Rp209.000,00
    (dua ratus sembilan ribu rupiah) 
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